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BAPEPPTI. Sistem Resi Gudang, Prosedur
Operasional Standar, dan Tingkat Layanan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITI.
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

JENIS PERIZINAN DALAM SISTEM RESI GUDANG, PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE) DAN TINGKAT LAYANAN

(SERVICE LEVEL ARRANGEMENT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam tertib administrasi dan efektifitas serta
menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan
Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang
Jenis Perizinan dalam Sistem Resi Gudang, Prosedur
Operasional Standar (Standard Operating Procedure), dan

Tingkat Layanan (Service Level Arrangement);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5459);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian



Menetapkan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 273);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-
DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan
Perizinan di Bidang Perdagangan secara Online dan
Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG JENIS PERIZINAN DALAM
SISTEM RESI GUDANG, PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE) DAN
TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT).

Pasal 1
Jenis perizinan di bidang Sistem Resi Gudang yang diberikan
oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
adalah sebagai berikut:
a. persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi
Gudang;
b. persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang;
c. persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam Sistem Resi Gudang; dan
d. persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi

Gudang.
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Pasal 2
Prosedur Operasional Standar (Standar Operating Procedure)
pelayanan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Jangka waktu pemrosesan persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a. persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi
Gudang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;

b. persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang
paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;

c. persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam Sistem Resi Gudang paling lambat 20 (dua puluh)
hari kerja; dan

d. persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi

Gudang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 14/BAPPEBTI/PER-SRG/12/2010 tentang
Jenis Perizinan dalam Sistem Resi Gudang, Prosedur
Operasional Standar (Standard Operating Procedure), dan
Tingkat Layanan (Service Level Arrangement), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS PERIZINAN DALAM SISTEM RESI
GUDANG, PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (STANDARD OPERATING
PROCEDURE) DAN TINGKAT LAYANAN
(SERVICE LEVEL ARRANGEMENT)

PROSEDUR OPERASI STANDAR (STANDAR OPERATING PROCEDURE)
PERMOHONAN PERSETUJUAN KELEMBAGAAN
(PENGELOLA GUDANG DAN GUDANG, LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN, DAN PUSAT REGISTRASI) DALAM SISTEM RESI GUDANG

A. Deskripsi

SISTEM RESI GUDANG merupakan salah satu instrunien penting dan
efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan, karena Sistem Resi
Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi para petani dan
dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di
gudang: Implementasi Sistem Resi Gudang dapat memberikan manfaat
tidak hanya bagi para pemilik komoditi yang memanfaatkan sistem ini
untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga bagi para pelaku/lembaga
yang berperan aktif dalam Sistem Resi Gudang,

Sebagai sebuah sistem, Sistem Resi Gudang memerlukan adanya
komponen kelembagaan yang lengkap dan kredibel sehingga setiap
fungsi dan peran dapat berjalan dengan baik untuk dapat mencapai
tujuan SRG. Kelenibagaan dalam Sisteni Resi Gudang meéeliputi
Pengelola Gudang dan Gudangnya, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan
Pusat Registrasi dimana unsur-unsur tersebut harus memenuli
persyaratan dan ketentuan untuk menmperoleh persetujuan dari Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komioditi (Bappebti) selaku Badan

Pengawas dalam Sistem Resi Gudang.

www.peraturan.go.id
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Mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia, Peraturan Menteri dan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang terkait denigan Sistem
Resi Gudang maka dibuatlah suatu Prosedur Operasi Standar
Pemrosesan Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola (Gudang,
Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi dalam
Sistem Resi Gudang.
Pihak yang terkait
Pelaku Usaha, Petugas Loket UPTP II, Tim Pemroses Bappebti, Kepala
Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Kepala BappeDbti.
Formulir/Dokumen yang digunakan
Surat Permohonan, Dokumen Pendukung sesuai Persyaratan.
Dokumen yang dihasilkan
Tanda Terima, Sertifikat Persetujuan dengan Digital Signature,
Dokumen Persetujuan (Surat Dinas Persetujuan, Surat Keputusan
Kepala Bappebti dan Sertifikat Persetujuan dengan tanda tangan
basah).
Prosedur Ketja
1. Pelaku Usaha

a. mengajukan permohonan secara elektronik:

1) masuk ke Sistemn LAYANAN PERSETUJUAN LEMBAGA SRG
(http:/ /srg.kemendag: go.id);

2) login dengan menggunakan hak akses [NATRADE
Kementerian Perdagangan yang telah dimiliki Pelaku Usaha.
Apabila belum memiliki hak akses INATRADE, maka
pendaftaran hak akses dilakukan melalui situs INATRADE
(http:/inatrade.kemendag.go.id) atau mielalui tautan yang
ada ada situs LAYANAN PERSETUJUAN LEMBAGA SRG;

3) memilih jenis pengajuan permohonan kelembagaan dalam
Sistem Resi Gudang (Pengelola Gudang / Gudang /
Lembaga Penilaian Kesesuatan / Pusat Registrasi);

4) mengisi form permohonan dan mengikut
prosedur/persyaratan yang berlaku;

5) menerima notifikasi melalui surat elektronik/surel (e-mail)
dari sistem LAYANAN FPERSETUJUAN LEMBAGA SRG
sebagai tanda terima perniohonan persetujuan yang
dilakukan secara elektronik; dan

www.peraturan.go.id
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6) melanjutkan ke prosedur kerja: menerima notifikasi melalui
surel (e-mail) persetujuan terbit.

menerima notifikasi surat elektronik (e-mail) persetujuan terbit

atau ditolak

1) pelaku usaha menerima notifikasi melalui surat
elektronik/surel (e-mail) atau pada sistem LAYANAN
PERSETUJUAN LEMBAGA SRG sebagai tanda bahwa surat
persetijuan telah terbit dan dapat diambil di loket uptp ii,
atau ditolak;

2) nofifikasi surel (e-mail) persetujuan terbit dapat dicetak
sebagai bukt untuk mengambil dokumen persetujuan; dan

3) disediakan link pada surel (e-mail) agar pelaku usahia dapat
memeriksa riwayat status pengajuan permohonan
persetwjuannya (document tracking) secara elektronik
melalui sistem LAYANAN PERSETUJUAN LEMBAGA SRG,

memeriksa status dokumen (document tracking)

1) pelaku usaha mengakses sistem LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http:/ /srg. kemendag.go.id);

2) login dengan menggunakan hak akses INATRADE
Kementerian Perdagangan yang telah dimiliki pelaku usaha;

3) posisi proses dokumen dapat dilihat pada halaman utama;
dan

4) sistemi LAYANAN PERSETUJUAN LEMBAGA SRG akan
menampilkan status pengajuan perijinan milik pelaka
usaha secara real-time,

pengambilan dokumen persetujuan

1) sertifikat persetujuan
sertifikat persetujuan dengan digital signature dapat dicetak
langsung oleh pemohon mniclalui sistem  LAYANAN
PERSETUJUAN LEMBAGA SRG (http:/ /srg.kemendag, go.id)
dengan hak akses Pemohorit;

2) surat keputusan kepala Bappebti
a) mendatangi Loket UPTP [ dengan mnienibawa Tanda

Terima Permohonan/atau hasil cetakan notifikasi
surel/e-mail persetujuan terbit;

b) mengambil Tiket Nomor Antrian vang telah disediakan;

a

menunggu panggilan sesuai nomor antrian;

www.peraturan.go.id
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d) mendatangi petugas loket untuk menyerahkan Tanda
Terima Permolionan dan/atau hasil cetakan notifikasi
surel/e-mail persetujuan terbit;

€) memberikan tanda-tangan pada form yang disediakan
Petugas Loket sebagai bukti Pelaku Usaha telah
mengambil Dokamen Persetujuan;

f) menerima surat keputusan & sertifikat persetujuan
dengan tanda tangan basah.

2. petugas loket UPTP I
a. menyerahkan dokumen persetujuan

1) masuk (login) ke sistem LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go.id) dengan hak
akses petugas loket;

2) menyiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumern
persetujuan (surat keputusan kepala Bappebtl & sertifikat
persetujuan kelembagaan) sesuai nomor permohonan
pelaku usaha;

3) merubah status dokumen yang diterima menjadi:
persetujuan diambil pemeohen;

4)  meminta tanda-tangan pelaku usaha pada lembar tanda
terima pengambilan yang selanjutnya akan -disimpan

sebagai arsip UPTP II;

2]

menyerahkan dokumen persetujuan kepada pelaku
usaha.
3. tim pemroses bappebti

a. penelitian dan penilaian dokumen permohonan

1) masuk (login) pada sistemm LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go.id) dengan hak
akses tim pemroses Bappebti;

2) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permohenan persetujuan yang telah disampaikan pelaku
usaha secara elektronik;

3) melakukan penelitian dan penilaian terhadap seluruh
kelengkapan dan keabsahan dekumen permohonan
persetujuan;

4y apabila dekumen permohonan persetuijuan dinilai sah

dan sesuai; lanjut ke prosedur pencetakan persetujuan

www.peraturan.go.id
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atau pemeriksaan sarana dan prasarana fisik (apabila
dinilai perlu);

S5) apabila dokumen permohonan persetujuan dinilai tidak
sah dan/atau tidak sesuai, maka merubah status berkas
permohonan menjadi tidak sah dan tidak sesuai, lanjut
ke prosedur pencetakan penolakan permohonan
persetujuan;

b. pemeriksaan sarana dan prasarana fisik

1) masuk (login) pada sistem LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go.id) dengan hak
akses tim pemroses Bappebti;

2) mencetak surat pemberitahuan pemeriksaan sarana dan
prasarana fisik kemudian diserahkan kepada kepala biro
pembinaan dan pengawasan SRG dan PLK untuk
disetujui dan ditandatangani,

3) menginformasikan dan menyampaikan surat
pemberitahuan kepada pelaku usaha pemohon bahwa
akan dilakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik;

4) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik;

5) apabila hasil pemeriksaan sarana dan prasarana fisik
dinilai memenuhi ketentuan, maka mnierubah status
herkas permechonan “sarana memenuhi ketentuan®, lanjut
ke prosedur pencetakan dokumern persetujuan;

G6) apabila pemeriksaan sarana dan prasarana fisik dinilai
tidak memenuhi ketentuan, maka merubah status sarana
dan prasarana fisik “tidak memenuhi ketentuan” disertai
alasannya, lanjut ke prosedur pencetakan penolakan
permohenan;

c. pencetakan penolakan perijinan

1) masuk (login) pada sisteni LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go:.id) dengan hak
akses Tim Pemroses Bappebt;

2) memilih permohonan sesuai dengan nomor permnochonan
yang akan diproses;

3) melakukan pencetakan surat penolakan;

www.peraturan.go.id
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4) mengajukan konsep surat penolakan ke kepala biro
pembinaan dan pengawasan SRG dan PLK untuk dimintai
persetujuan dan ditandatangani,

5) mengirimkan surat dan menginformasikan kepada pelaku
usaha pemohon mengenai penolakan permohonan
persetujuan;

d: pencetakan dokumen persetujuan

1) masuk (login) pada sistemm LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go.id) dengan hak
akses tim pemroses Bappebti;

2) memilih permohonan sesuai dengan nomor pemohonan
yang akan diproses;

3) melakukan pencetakan konsep surat keputusan kepala
bappebt tentang persetujuan pengelola gudang / gudang
/ lembaga penilaian kesesuaian / pusat registrasi dalam
sistem resi gudang;

4) mengajukan konsep surat keputusan kepala bappebt
kepada kepala biro pembinaan dan pengawasan SRG dan
PLK untuk dimintai persetujuan dan diberikan paraf;

5) mengajukan komsep surat keputusan kepala bappebti

yang telah diparaf kepada kepala bappebti untuk dimintai

persetujuan dan ditandatangant;
6) menginformasikan kepada pelaku usaha pemohon
mengendi persetujuan perniohonan persetujuarn;

7) mengirimkan dokumen persetujuan kepada UPTP II
Kementerian Perdagangain.

4. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK
a. memberikan paraf secara digital

1) masuk (login) pada sistem LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go.id) dengan hak
akses Tim Pemroses Bappebti;

2) memilih permohonan sesuai dengan nomor pemohonan
yang akan diberikan disetujui untuk diajukan ke kepala
bappebti;

3) apabila permolionan persetujuan  disetujui  untuk
diajukan ke kepala bappebti, maka kepala biro

pembinaan dan pengawasan srg dan plk akan menekan

www.peraturan.go.id
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tombol “PARAF”. Namun apabila dinilai belum layak
diajukan ke Kepala Bappebti, maka menekan tombol
“PERBAIKI”;

b. memberikan paraf secara manual

I) menerima konsep dokumen persetujuan dari tm
PEIIoses;

2) memeriksa konsep dekumen persetujuar;

3) apabila dokumen persetujuan disetujui, maka kepala biro
pembinaan dan pengawasan SRG dan PLK akan
memberikan paraf’ pada konsep dokumen persetujuan
sebagai bukt bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas
dokumen tersebut, dan proses lanjut ke poin 5;

4) apabila konsep dokumen persetujuan perlu direvisi, maka
kepala biro pembinaan dan pengawasan stg dan plk akan
memberikan catatan untuk tim pemroses; dan

5) menyerahkan dokumen persetujuan yang telal diparaf ke
kepala bappebti,

5. Kepala Bappebti
a. memberikan tanda tangan secara digital

1) masuk (login) pada sistem LAYANAN PERSETUJUAN
LEMBAGA SRG (http://srg.kemendag.go.id) dengan hak
akses Tim Pemroses Bappebti;

2) memilih permohonan sesuai dengan nomor pemohonan
yang akan disetujui;

3) apabila permohenan persetujuan disetujui, maka kepala
bappebti akan menekan tombol “SETUJUI”. Namuri
apabila dinilai perlu dilakukan penilaian kembali, maka
menekan tombol “PERBAIKI” atau bila dinilai tidak layak
diberikan persetujuan, maka menekan tombol “TOLAK”;

b. mienandatangani dekunien persetujuan :

1) menerima konsep dekumen persetujuan dari kepala biro
pembinaan dan pengawasan SRG dan PLK;

2)  menieriksa dekunien persetujuan;

3) apabila dokumen persetujuan disetujui; maka kepala
bappebti akan memberikan tanida tangan persetijuan;

4) apabila dokumen persetujuan perlu direvisi atau ditolak,
maka kepala bappebti akan memberikan catatan

www.peraturan.go.id
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perbaikan atau peneclakan kepada Kepala Birec Pembinaan
dan Pengawasan SRG dan PLK.

Keterangan Tambahan

1. dokumen pendukung adalali dokumen yang dipersyaratkan bagi
pelaku usaha dalam pengajuan permohonan persetujuan;

2. pelaku usaha wajib menyiapkan semua dokumen pendukung
sesuai dengan persyaratan dari permohonan persetujuan secara
digital ataupun salinan hardcopy apabila diminta oleh tim
pemroses bappebti;

3. petugas loket UPTP [T maupun Tim Pemroses wajib menjaga semua
berkas dengan baik;

4. dokumen persetujuan dapat berupa surat persetujuan (sk
persetujuan, sertifikat persetujuan) dengan digital signature
dan/atau tanda tangan basah:

5. dokumen persetujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,.

Jangka Waktu Penyelesaian

sesuai dengan Tingkat Layanan sebagaimana terlampir.

www.peraturan.go.id
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TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT)
UNTUK PELAYANAN PERSETUJUAN KELEMBAGAAN
(PENGELOLA GUDANG & GUDANG, LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN,
DAN PUSAT REGISTRASI) DALAM SISTEM RESI GUDANG

1. Persyaratan
1.1. Baru

a. Surat Permohonan

b. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rarigka Permohonan
Persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Gudang, Lembaga
Penilaian Kesesuaian, dan/atan Pusat Registrasi dalam Sistem
Resi Gudang

c. Daftar Isian Permohonan Persetujuan sebagai Pengelola
Gudang, Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan/atau

Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang

1.2. Perubahan
a. Laporan Perubahan Kelengkapan Persyaratan Pengelola
Gudang, Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan/atau

Pusat Registrasi yang Mempengaruhi Persetujuan

2. Pemroses

2.1. Biro : Biro Penibinaan dan Pengawasan SRG dan PLK
2.2. Penanda-tangan : Kepala Bappebti
2.3. Masa Berlaku : Selama dimanfaatkan dalam kegiatan SRG

2.4. Keterangan -

3. Peraturan

3.1. Nomor : 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015
Tanggal : 27 Juli 2015
Tentang : Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
15/BAPPEBTI/PER-SRG /07 /2012 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh
Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang dalam

Sistem Resi Gudang

www.peraturan.go.id
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3.2. Nomor 1 02/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2007
Tanggal ;9 Juli 2007
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh

Persetujuan Sebagai Gudang dalam Sistem Resi

Fudang
3.3. Nomor : 19/BAPPEBTI/PER-SRG/01/2015
Tanggal ;9 Januari 2015
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh

Persetujuan Sebagai Lembaga Penilaian

Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang

3.4. Nomor : 05/BAPPEBTI/PER-SRG/07 /2007
Tanggal ;11 Juli 2007
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh

Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi
4. Service Level Arrangement

4.1. Proses secara elektronik
a. Penyelesaian dekumen : 20 hari setelah dokumen lengkap
b. ‘Syarat dan Kondisi :
1) Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;
2) Sistem Online berjalan dalam keadaan nermal; dan
3) Pelaku Usaha melakukan proses pengajuan ijin melalui
sistem Online sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4.2. Biaya : tidak ada
4.3. Jadwal Operasional Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan

II(UPTPI):
a. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 17.00
b. Jumat 20900 s.d. 17.30

www.peraturan.go.id
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BAGAN ALIR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KELEMBAGAAN DALAM SISTEM RESI GUDANG

Peélaku Usahia menginpul
Mengajukan permohonan | Sottcopy Akun INATRADE &
| perstivar Sudang daam ( smR ) dokumen yarg | ") | pata pamanonan | £om P "u‘m‘" edise ""'u;',,
secara elektron| dipersyaratican Lembaga SRG
B ) Apabila memenuhi syarat
Melakukan pemerksaan Data Dokumen maka tanda terima
oy kelengkapan dokumen \ohonan diterbitican. Jlka tidax. maka

- Data 2bari(2) | perm
melalui Sistem Layanan -j Permohonan persetujuan Gudang | Tim Pemroses
Persetujuan Lembaga yang lengkap menyampaikan notifikasi
penolakar melakii sistem

Melakukan peneltian dan i
laian dokumen . Data Verifikasi dan Untwk permohanan yang
MM gudang dalam Data Dokumen Validas kebenaran | idak sesuai dibuatkan sural
SRG apakah Tidak_ Mwmm: Ahaii @) | pemiohortn penolakan, Detal mengenai
| syarat dan ketentuan yang ikl el persetujuan Gudang | {abapan penelitian dan
berlaky s, b SRG penilaian dokumen disajican
yang lengkap dalam chart da-de

BAGAN ALIR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KELEMBAGAAN DALA

TR VIR T Data Verifkasi Rekomendasi Tn | oo apan

| i O va danvalldasl | 7han (13) | (emerkesan FISK | pamerisan tsik disafikan dalam
rana danfatau ‘permahonan bagan afir 5a-Se
ey ‘persetujuan
Membuat konsep Dokumen
Konsep Surat Dinas
i"."‘”mm"'“ mmmm lm’“s.m Rekomendasi | 4 pari(14) | KoNseP Persetujuan Lembaga, konsep
o 4 dan/atau Hasll Dokumen Surat Keputusan Kepala

)| Keputusan Kepala Bappebti, P ey

e e e Tim * mhhnhﬂm

Kelembagaan dalam SRG) Rersiiuny

Memeriksa Konsep Surat Dinas e

Persetujuan, Keputu \gkapan onsep Dokumen

Kepala E.";g‘uu dan s-m';:: ::;"lp surat | 2hari (16) | Persetujuan tefan Pemberian Paraf dilakukan
© | Perselujuan Kelembagaan dalam - dinas dsb diparafoleh Kepala. | secara digital dan manval

SRG serta membenkan paraf Biro Binwas SRG (tinta basah)

persety PLK

konsep Surat Dinas
i Perselujuan, Surat

g:;-"l_ﬁ!w! Dinas. gwun;nu w‘“‘: - s '_‘r:: ':'J;'g.;n
~ m““'“"l:l'l’:"' 9?:“ ﬁgg‘;‘:’ 2hari (18) s.wmp.mm juan| manual (tnta basah)

Kelembagaan dalam SRG Biro Binwas yang teian

SRG PLK ni
Kepala Bappebti
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jizn, telah
ke dalam Sistem dan B Baiat. | vy | Sitem
M Persetujuan Gudan
Dokumen Persetujuan dalam SRG yang telah
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